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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai penarikan harta wakaf menurut pendapat 

empat madzhab dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 penulis kemukakan 

sebagaimana dalam tesis ini. Setelah penulis menguraikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan judul tersebut di atas serta memberikan analisis 

seperlunya, maka secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penarikan harta wakaf ada sedikit perbedaan diantara pendapat 

empat Madzhab diantaranya:

a. Pendapat Imam Hanafi karena menurut beliau wakaf adalah akad 

pelepasan manfaat harta tanpa menghilangkan hak kepemilikan Wākif 

atas harta tersebut dan menurut beliau wakaf bersifat jaiz (tidak lazim) 

sebagaimana āriyah. Sehingga menurut madzhab Hanafi tidak 

diperbolehkan bagi wakif untuk menarik harta wakaf.

b. Pendapat Imam Maliki, menurut beliau wakaf adalah Menjadikan 

manfaat benda yang dimiliki, baik rupa sewa atau hasilnya untuk 

diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka 

waktu sesuai dengan kehendak wakif. Dari pengertian tersebut 

kepemilikan menurut adzhab Maliki masih berada di tangan si pemberi. 

karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat 

seorang hamba yang melayani tuannya hingga meniggal. Artinya, si 
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penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang 

dijaganya itu. Sehingga harta wakaf yang telah diberikan kepada 

penerima wakaf bias ditarik kembali oleh wakif.

c. Pendapat madzhab Syafi’I, menurut madzhab Syafi’I wakaf adalah 

menahan harga yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan 

kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan 

pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Dari pengertian tersebut 

bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik 

Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Imam Syafi'i 

berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau mulazamah). 

Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, 

melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya 

adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali.

d. Pendapat madzhab Hambali, menurut madzhab Hambali wakaf adalah 

menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, besertaan dengan 

tetapnya harta tersebut, dengan memutuskan tashorruf barang tersebut, 

baik dari si wakif maupun yang lainnya, yang mana manfaatnya 

digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Oleh sebab itu kepemilikan Harta Wakaf menurut pendapat Imam 

Ahmad Bin Hambal bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada 

orang yang diwakafi. Sehingga wakif tidak bias menarik harta yang 

telah diwakafkannya.
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2. Undang – undang no 41 tahun 2004 tidak mengantur secara detail (jelas) 

tentang penarikan kembali harta benda yang sudah diwakafkan. Undang – 

Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan 

dilarang: Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, 

dan dialihkan dalam bentuk pengalihan.

3. pembahasan terkait penarikan harta wakaf ada perbedaan di masing-masing 

madzhab, imam hanafi yang membolehkan penarikan harta wakaf, imam 

malik yang boleh ditarik harta wakafnya ketika sudah habis jangka 

waktinya, imam syafi’i dan hambali yang sama sekali tidak boleh, karena 

kehati-hatian imam syafi’i dalam memutuskan ijtihadnya. sedangkan dalam 

undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tidak disebutkan secara jelas terkait 

pelarangan penarikan harta wakaf. Oleh karena itu menurut penulis 

hendaknya dibuat Peraturan Pemerintah atau mengamandemen Undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Saran-saran

Dari keseluruhan pembahasan tesis ini, kiranya penulis perlu untuk 

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat dalam menghadapi suatu persoalan hukum (dalam 

masalah wakaf, khususnya dalam permasalahan penarikan kembali 

harta wakaf) adalah suatu hal yang wajar, selama tidak menjurus 

kepada persoalan fanatisme terhadap suatu golongan yang akan 

merugikan diri sendiri maupun kelompok. Untuk itu umat Islam 
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hendaknya selalu insaf dan sadar dalam menghadapi hal tersebut. Dan 

hendaknya semua persoalan dikembalikan pada sumber aslinya yaitu al-

Qur'an dan as- Sunnah.

2. Penulis tujukan kepada Departemen Agama bahwa penarikan harta 

benda wakaf diawasi dengan ketat agar eksistensinya dan keberadaanya 

di tengah-tengah masyarakat tetap ada demi kemaslakhatan masyarakat 

umum.


